
 

BUPATI JAYAPURA 
PROVINSI PAPUA 

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA 
NOMOR 188.4/53 TAHUN 2022 

TENTANG 

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PENANGGUNG JAWAB FASILITAS 
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN BENDAHARA DANA  

KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA   

FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA  
DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022 

 BUPATI  JAYAPURA, 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan 
Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan 

Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 
milik Pemerintah Daerah menyatakan Kepala Daerah 

menetapkan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Keehatan 
Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atas 

usul Kepala Dinas Kesehatan melalui Pejabat 
Penatausahaan Keuangan Daerah;  

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura; 

Mengingat :   1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 

Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan 
Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                
Nomor 2907); 

2.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              
Nomor 6697); 

3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 
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6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009      
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan  
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);  

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014  Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang 
Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123) Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5156); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem 
Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 193); 

12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 255) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013      
Nomor 255); 

13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 81); 

14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura 
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jayapura Tahun 2021 Nomor 6); 

15. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Berita 
Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : 

KESATU : Penunjukan/Pengangkatan Penanggungjawab Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama dan Bendahara Dana Kapitasi 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Pertama (FKTP) di Kabupaten Jayapura Tahun 2022, 

yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran     
Keputusan ini. 

KEDUA : Penanggungjawab dan bendahara sebagaimana dimaksud 

dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya 
berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku. 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

        Ditetapkan di Sentani 
pada tanggal 26 Januari 2022 

  BUPATI JAYAPURA, 

ttd 

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si 
  salinan sesuai dengan aslinya 

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 
                KEPALA BAGIAN HUKUM DAN 
                   PERUNDANG-UNDANGAN, 
 
 
 
 
 
                     THIMOTIUS TAIME, SH 
                             PENATA TK. I 
                 NIP 19840612 201004 1 003    
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 

1. Gubernur Provinsi Papua; 

2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura; 

3. Inspektur Kabupaten Jayapura; 

4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura; 

5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura; 

6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.



 

 


